
P E R A T U R A N D A E R A H 

K A B U P A T E N R O T E N D A O 

NOMOR 27 T A H U N 2004 

TENT A NO 

R K ' I ' R I B U S I I M L N G U J I A N K E N D A I U A N B E R M O T O R 

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A 

'. \I R O T E N D A O , 

Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang - undang Nomor 22 Tahun i999 
tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah diberi kewenangan 
untuk mengurus dan mengatur dacrahnya sendiri; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan Undang-undang di 
maksud, 

c. bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Benmotor merupakan salah satu 
pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah dan pembangunan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, 
nyata, dan bertanggungjawab; 

d. bahwa sehubungan dengan hai-ha! tersebut pada huruf a,b,dan c di atas, 
maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor. | 

Mcngingat: I Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara 
Tahun 1980 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 ); 

2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3209 ) ; 

3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tamb-ahan Lembaran 
Negafa Nomor 3480); 

4. Undang-- undang Nomor [8 Tahun 1997 lentang Pajak Daerah dan retribusi 
daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor I I Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No 
34 Tahun 2000 (Leinbaran Negara Tahun 2000 Nomor 60. lambahan 
Lembaran Negara Nomor 4048); 

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pcmernitahan Daerah 
• (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tanbahan Lembaran Negar:i 

Nomor 3839 ); 
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang l*erunbangan 

Kcuangaii aiitara Pcmcruuah Pusai dan Pemerintah Daerah ( Lcmbaran 
Ncgara lalum 1999 Nomor 6U, Tambahan Lcnibaran Ncgara Nomor 
384*8); I 

7 Undang -• undang No.9 Tahun 2002 tcniang Pembeniukan Kabiipaicn Roic 
Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Taluir^ 2002 No. 
22, 'lambahan Lembarah Negara Nomoi' 4 LS4 ); 

S. Peraiuran Pemerintah Nomcr 42 Taliun 1993 (enlang pcmenicsaan 
Kendaraan bermotor di Jalan Lembaran Negaru Tahun 1993 Nomor 60 
Tambahan Lcnibaran Neuara Nomor 3528 ); 
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Peraiuran Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan 
Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84 Tarnbahan Lembaran 
Negara Nomor 3530); 

Peraiuran Pemertntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3952 ) ; 
Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahiin 2001 Nomor 199, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor K M . 71 Tahun 1993 tentang 
Pengujian Kendaraan Bennotor; * 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman 
Tata Cara Pemungutan retribusi Daerah; 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara 
Pemeriksaan dibidang Relribusi Daerah; 
Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote 
Ndao. 

Dengan Persetujuan 

D E W A N P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H K A B U P A T E N R O T E NDAO 

? [ M E M U T U S K A N 

I Menelapkan ; P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N R O T E NDAO 
T E N T A N G R E T R I B U S I P E N G U J I A N K E N D A R A A N B E R M O T O R 

B A B . I 
K E T E N T U A N U M U M 

Pasal I 

I [);i!nm Pcraturan Daerah mi , yang dimaksud dengan : 
i Diierah adalah Kabupaten Rote Ndao. 
2, Pcmerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang 

lain sebagai Badan Eksekuti f Daerah 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao 
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao. 
5, Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peraiatan leknik yang 

berada pada k^ndaraan itu. 
6 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau 

memeriksa bagian Kendaraan bermotor.Kereta Gandengan ,Kereta tempelan dan 
Kendaraan Khusus yang dilakukan secara berkala dalam rangka pemenuiian terhadap 
persyaratan teknis dan laik Jalan. 

7. Mobil Penumpang Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilcngkapi 
se'banyak - banyaknya 8 (delapan) tempat duduk lidak termasuk tcmpat duduk 
Pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan Pengangkuian Bagasi, 

8 Mobil Bus adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 tdelapan) 
tempat duduk tidak termasuk tempat duduk Pengemudi, baik dengan maupun lanpa 
perlengkapan Pengangkutan Bagasi 

9 Mobil Barang adalah setiap Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor, mobil 
penumpangdan Mobil Bus, 

I ' l Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor selain dan pada Kendaraan Bcrmotor 
untuk Pcnumpang dan Kendaraan Bermotor untuk Barang, yang pcnggunaannya unluk 
kcperluan Khusus atau pengangkutan Barang - barang khusus. 

I ! Kercta Gandengan adalah suaiu alal yang dipcrgunakan untuk mcngangkui Barani' 
\ang seluruh bebannya ditumpu oleh Alai itu scndin dan dirancan*; untuk diiarik olcti 
Kendaraan Bennoior. 
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I I J . Koreta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang 
dirancang untuk ditarik oleh ECendaraan Bermotor Penarik. 

13. Surat keterangan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SK-RD,adaiah Surat 

Keputusan yang menentukan besamya jumlah Relribusi yang terhutang. 
U . Sural Tagihan Reiribusi daerah yang dapat disingkat S T R D adalah Sural untuk 

meiakukan Tagihan Relribusi dan aiau sanksi Adminislrasi berupa Bujiga atau Denda. 
11 Hi\m ptjmbefltftlmttn Hctribusi Daerah yang dapai disingkat S P T R D adalah Sural yang 

digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhilungan dan pembayaran yang 
terhiitang menurut peraturan Retribusi. 

16. Surat Keterangan reiribusi Daerah lebih bayar ( S K R D L B ) adalah Surat yang 
digunakan oleh Wajib retribusi untuk menagih kembali kelebihan pembayaran 
Retribusi. 

« 

B A H n 
K t T E N T l l A N P E N G U J I A N K E N U A R A A N B E i m O T O R 

Pasal 2 

!} Setiap Kendaraan Bermotor yang di Operasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan 
teknis dan layak jalan sesuai dengan ketentuan Perundangan yang beriaku. 

^) Untuk menelapkan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini 
dilakukan Pengujian berupaUji Peiiama Kal i , Uji Berkala atau U'ji Ulang dalam 

J pcriode lerienlu 
3) Uji Berkak'^ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapai mempcrgunakan 
' peraiatan pengujian yang tersedia. 
4) Pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan aval (3) pasal ini 

diiakukan oleh Tonaga Penguji yang memiiiki Kwali t lkasi teknis lertenlu 

Prtsal 3 

1) Jenis Kendaraan i-iernioior Wajib Uji sebagaimana dimaksud pada pasal ? a\at i l i 
Peiaturan Daerah ini adalah Kendaraan bermotor yang tcrmasuk Kategori . 
a. IVlobii Penumpang Umum 
b. Mobil Bus 
c Mobil Barang 
d, Kendaraan Khusus 
e. Kereta Gandengan 

, f. Kereia Tempelan ' 
2) Dikccualikan dari ketcnman Wajib Uji adalah Kendaraan baru sebagai barang dagangan 

dan Kendaraan-kcndaraan yang dinyatakan dalam keadaan rusak. 

Pasai 4 

) Uji pertama kali dan uji berkala berikulnya dilakukan atas permohonan yang 
bersangkutan dengan menunjukan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan 
Kendaraan Bermoior wajib Uji yang harus diajukan selambat-lambalnya 1 (satu) bulan 
sebelum bcrakhirnya masa beriaku tanda buktf lulus Uji tipe dan atau landa bukti L.uius 
Uji Bcrkala. 

) Penetapan Keiengkapan Surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat I Pasai ini 
ditctapkaii oieh Bupati dengan memeperharikan ketentuaii peruiidangan yang borlaku. 

3) Peiaksanaan Uji berkaia sebagaimana dimaksud pada ayat ( i ) pasai ini Wajib 
dilaksanakan seiambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum berakhirnya masa beriaku landa 
bukti lulus Uji . 

41 Pcrmohonan sebagaim-ana dimaksud pada ayat (1) pasai ini ditolak apabila persyaraian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dipenuhi. 

(5) Penolakan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus 
dinyaiakan secara tertulis disertai alasan penolakan 
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Kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji berkala diberikan Tanda bukti lulus uji 
borupa Buku Uji dan Tanda Uji yang beriaku selama 6 {enam) bulan dan dicantumkan 
pula pada tanda samping Kendaraan. 

j Apabila Kendaraan Bennotor tidak lulus Uji,petugas Penguji Wajib memberitahukan 
seeara tcrlulis kepada pemiiik / Pemegang tentang : 
a. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan, 
b, Waktu dan tempat dilakukan Pengujian Ulang. 

,) Uji Ulang stbagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak diperlakukan sebagai 
pemolion baru dan tidak dikenakan lagi Biaya uji. 

;) Apabila hasil Uj i Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ternyata tciap 
Gaga! atau tidak Lulus Uji,Pemilik atau pemegang kendaraan bermotor tidak diberi 
kesempatan Uji ulang kembali dan untuk Pengujian selanjutnya diperlakukan sebagai 
pomohon baru. ' 

Pasal 6 

•) Apabila pemiiik / Pemegang kendaraan Bermoior tidak menyetujui keputusan 
pcnguji sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) peraturan daerah ini dapai 
mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan 
Kabupaien Role Ndao. 

) Apabila permohonan keberaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini 
diterima.maka dalam waktu 2 (dua) Jam Kepala Dinas Perhubungan Kabupaien Rote 
Ndao memerintahkan Penguji.lainnya unluk meiakukan uji ulang dan tidak dikenakan 
lagi Biaya uji. 

3) Apabila permohonan ditolak atau selelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud 
pada ayal (2) pasal ini dan lelap dinyatakan tidak lulus uji maka Pemilik/pemegang 
Kendaraan Bermotor tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan. 

Pjisiil 7 

1) Apabila Kendaraan Bermotor tidak diuji berkala pada saal masa beriaku landa lulus uji 
berakhir pemiiik . pemegang Kendaraan Bermotor Wajib mengajukan permohonan 
perpanjangan masa beriaku tanda bukti lulus Uji 

2j Apabila icrdapai pcrubahan-perubahan spesiflkasi leknis dan auiu data pemiiik dan atau 
wilayah operasi Kendaraan bermotor,pemilik / pemegang Kendaraan Berniotor Wajib 
melaporkan secara tertulis kepada Kepala dinas Perhubungan Kabupaien 
Rote Ndao. 

|3) Apabila tanda bukti lulus Uji hilang Pemiiik / pemegang Kendaraan Bermotor Wajib uji 
mengajukan permohonan penggantian tanda bukti lulus uji dengan membawa surat 
keterangan kehilangan dari Kepolisian republik Indonesia setempat dan membawa 
Kendaraan bemiotor ketempat pengujian 

\4) Da!am Jangka waktu 24 jam setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
atau ayat (2) aiau ayat (3) pasalini diterima bukti pcrpanjangan ,perubahan atau 
penggantian harus sudah diberikan kepada pemohon. 

Pasal 8 

1) Apabila Kendaraan Bermoior Wajib uji dalam keadaan rusak maka pemiiik / pemegang 
Kendaraan wajib uji melaporkan secara terlujis kepada Kepala Dmas Perhubungan 
Kabupaten Role Ndao. 

2) Dalam jangka waklu 24 Jam setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pasai ini diterima .maka Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao, wajib 
menunjuk penguji untuk meiakukan pemeriksaan peneiitian terhadap kerusakan 
Kendaraan Bermotor dimaksud dan menertibkan surat keterangan kerusakan Kendaraan 
kepada pemiiik / pemegang Kendaraan Bermotor dengan tembusan kepada pihak terkait 
vang berwenang. 
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Pasal 9 

(1) Terhadap setiap pengadaan Kendaraan baru maupun penghapusan Kendaraan Bermotor 
miiik Daerah wajib dilakukan pemeriksaan / peneiitian kondisi, persyaratan teknis dan 
laik jalan. 

(2) Hasil pemeriksaan / peneiitian disampaikan paling lambat 3 (tiga ) hari kepada Instansi 
pemohon. 

BAB n i 

NAMA, O B Y E K , S U B Y E K DAN W A J I B R E T R I B U S I 

Pasal 10 

(1) Dengan nama Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas setiap 
pelayanan dalam pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor. 

(2) (!)byek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa 
Pengujian Kendaraan Bennotor yaitu : Mobil penumpang Umum,Mobil Bus, Mobil 
barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan dan Kereta tempelan dalam rangka 
pemenuhan terhadap persyaratan teknts dan laik jalan. 

Pasai 11 

(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi / Badan Hukum yang memiiiki kendaraan 
bermotor wajib uji. 

(2) Wajib Retribusi adalah Orang pribadi / Badan Hukum yang menggunakan 
menikmati pelayanan Jasa Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 

BAB. r v 
G O L O N G A N R E T R I B U S I DAN W I L A Y A H P E M U N G U T A N 

Pasal 12 

Golongan Reiribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Retribusi 
pengujian Kendaraan Bermotor yang tennasuk golongan Retribusi Jasa Umum. 

Pasal 13 

Rciribusi pengujian Kendaraan Bermotor dipungut di wilayah / Daerah, Kendaraan 

Hcrmotor waiib Uji terdaftar. 

BAB. V 
C A R A M E N G U K U R T I N G K / V T P E N G G U N A A N JASA 

Pasal 14 

Tingkat penggunaan jasa pengujian Kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan pemeriksaan 
terhadap jenis, berat total kendaraanjangka waktu pemeriksaan dan frekwensi penggunaan 
peraiatan pengujian Kendaraan bermotor. 

BAB. VI 
PRINSIP P E N E T A P A N S T R U K T U R T A R I K 

Pasal15 

Pnnsip dalam penetapan Tarif" Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan pad;i 
hiiiva penyediaan jasa vang mcliputi Biaya pemeliharaan, perawalan, penyusutan, peralaian 
pcngujian Kendaraan Bcrmotor ,Biaya pembinaan dan pengawasan ,Biaya persiapan Sural 
Tanda uji Kendaraan. Plat Uj i . Perlengkapan Plat Uj i , Kartu control, Biaya percetakan 
brniulir komampuan niasyarakat aspek keadi'an dan peraturan pcrundangan yang beriaku. 
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BAB. v n 

S T R U K T U R DAN B E S A R N Y A T A R I P 
Pasal 16 

f i } Sctiap Pclayaniin pengujian berkala Kendaraan Berinoior dikenakan Keiribusi 
(2) Sirukiur dan besarnya Ketribusi scbagaimana dimaksudkan pada ayal f i t pasa! n-.i 

ditctapkan scbagai bcrikut ; 
a Pengujian periama kali dan perubahan bentuk 

• Mobil Bus, Mobil barang, Iraktorhead / Kendaran Khusus tersebui pada pasal 3 
ayal ( I ) Peraturan Daerah ini.sebesar Rp.60.000,- (Hnam Puluh ribu rupiah ) 
setiap kendaraan. 

• Mobil Penumpang IJmum lersebut pada pasal 3 ayat ( I ) peraturan da'.;rah ini 
sebesar Rp 55.000.- (L ima puluh Lima rupiah ) setiap tendaraan 

• Kcreta gandengan dan atau Kereta Tempelan scbagaimana dimaksud pada pasal 
3 ayat ( I ) Peraturan Daerah ini,sebesar Rp.50.000,- (L ima Puluh ribu rupiah ) 
setiap kendaraan. 

b. Pcrpanjangan masa beriaku tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada pasa! 
7 ayal ( I ) peraturan Daerah ini sebesar: 
• Rp.27.500,- (Dua puluh lujuh ribu Lima Ratus Rupiah ) setiap Kendaraan 
untuk Mobil Bus, Mobil barang,traktor head / Kendaraan Khusus, 
• Rp.25.000,- (Dua puluh Lima Ribu rupiah )seliap Kendaraan untuk mobil 

Penumpang Umum. 
• Rp.22.500.- (Dua Puluh Dua Ribu lima ratus rupiah )seiiap Kereta Gandeng dan 

atau kcreta Tempelan, 
e Pengujian berkala ulang sesuai pasal 2 ayat ( I ) peraturan daerah ini sebesar: 

• Rp.70,000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah )seiiap Kendaraan untuk Mobil Bus., 
Mobil Barang, Traktor head Kendaraan khusus. 

• Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah )setiap Kendaraan untuk Mobil 
Penumpang Umum. 

• Pp.60.000,- (Iinam Puluh Ribu Rupiah) setiap kereta Gandengan dan atau kereta 
Tcmpeian, 

{ } ) Kendaraan Wajib Uji yang akan dimutasikan ke Daerah lain dan lelah habis masa 
beriaku tanda bukti lulus uji, wajib meiakukan pengujian berkala terlebih dahulu dan 
dikenakaii Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau huruf c pasa! ini. 

(4) Kendaraan Numpang uji di luar Daerah Domosilinya dtkenakan Retribusi sebagaimana 

dimaksud ayat (2) huruf c pasal ini, 
(5) Biaya Penggantian bukti lulus uji yang rusak sebesar Rp, 10.000,-(Sepu!uh Ribu Rupiah ) 

untuk setiap buku uji dan atau sepasang tanda uji . 
(6) Biaya penggantian tanda bukti lulus uji yang hilang sebesar Rp, 15.000,- (L ima Beias 

Ribu Rupiah ) untuk setiap buku uji dan atau sepasang tanda uji dengan melampirkan 
keterangan kehilangan dari kepolisian Indonesia setempat, 

7) Biaya pengujiail berkala untuk kendaraan yang dilaporkan rusak dan atau untuk 
pengadaan baru dan atau penghapusan kendaraan sebagaimana dimaksudkan pada pasai 
8 dan pasal 9 peraiuran Daerah ini ditetapkan sebesar: 
• Rp, 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) setiap Kendaraan Roda 6 (Enam) 

atau lebih. 
• Rp. 15.000,- (L ima Belas Ribu rupiah ) setiap Kendaraan Roda 4 (Empat) 
• Rp, 10.000,- ( Sepuluh Ribu Rupiah ) setiap Kendaraan Roda 2 (dua) 
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i iAB. V I I I 
SANKSI A D M I N I S T R A S I . 

Pasal J7 

Ssliap Peinilik / Pcineg'ang fCendaraan Wajib Uji yang mclanggar ketentuan - ketentuan 
,5e!iRt:!ft!iiiftn dimnksud piuia pastil 2, 3. 4, 7, dan 8 peraturan dacrah ini dapat dikenakan 
.tindakan / penundaan peinberian tanda bukti lulus uji berkala, 
'Setiap Pemiiik / Pemegang Kendaraan Wajib Uji yang melanggar Ketentuan - ketentuan 

Droup sebagaimana dimaksud pada pasal 2 , 3 , 4 , 7 dan 8 Peraturan Daerah ini dapat 

dikennkan {indaknn / penundaan pembenan tunda bukti lulus uji berkala. 

BAB. IX • 
MASA R E T R I B U S I S A A T R E T R I B U S I T E R L ' T A N G DAN S U R A T 

P E M B E R I T A H U A N T E R U T A N G 

Pasal 18 

Masa Retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah setiap 6 (Enam) Bulan sekaii 
dan atau pada saat mengajukan permohonan perubahan bentuk dan aiau numpang uji dan atau 
mutasi uii. 

Pasal 19 

Surat Relribusi terulang adalah Sural Kepulusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi 
yang terhutang sesuai pasal; 28 Peraiuran Daerah ini yang ditetapkan berdasarkan S K R D 

Pasal 20 

Surat pcmberitahuan lerutang adalah Surat untuk meiakukan tagihan Retribus: dan aiau sanksi 
Administrasi berupa bunga atau denda yang berdasarkan S T R D , 

BAB. X 
C A R A P E N E T A P A N 

; Pasal 21 

( ! ) Penetapaji Retribusi berdasarkan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah , yang 
selanjutnya disingkat S P T R D adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi unluk 
melaporan perhitungan dan pembayaran yang lerutang menurut Peraturan rctribusi 
dengan menerbilkan S K R D . 

(2) Dalam hal S P T R D lidak dipenuhi oleh wajib Relribusi sebagaiman mcstinya, maka 
diterbitkan S K R D oleh pejabat yang berwenang. 

(3) Bentuk dan isi S K R D sebagaimana dimaksud ayai (2) ditetapkan oleh Bupati 

Pasal 22 

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan aiau data yang senuika 
belum lerungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yanu terutang uniuk 
dikeluarkan S K R D lambahan. 

B A B . X I 
C A R A P E M B A Y A R A N 

Pasal 23 

( ! ) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas daerah atau ditempal lain yang ditunjuk 
sesuai waklu yang diteniukan dengan menggunakan S K R D , SKJ^D oleh pejabai yang 
berwenang dan S K R D lambahan. 
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"•(2) Ualam hal pcmbayaran dilakukan ditcmpai lain vang duunjuk, niaka hasil penerimaan 
Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah sclambat-lambatnya I (Satu) kali 24 Jam 
atau dalam waktu yang ditentukan oleli Bupati, 

3) Apabiia pembayaran retribusi dilakukan seteiah iewat waktu yang diientukan 
sebagaimana .dimaksud pada ayat ( I ) pasal mi maka dikenakan Sanksi administrasi 
berupa bunga 2 % ( Dua I^ersen) dengan menertibkan S ' lUD. 

Pasal 24 

1) Pembayaran Retnbusi harus dilakukan secara lunai / lunas. 
2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk 

mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat 
dipertanggung jawabkan. ' 

(3) 'Tata cara Pembayaran retribusi sebagannana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan 
oleh Bupati. 

(4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan wajib Retribusi untuk menunda 
pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan. 

Pasal 25 

( I ) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 peraturan Daerah ini 
diberikan tanda bukti pembayaran. 

i((2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. 
(3) Bentuk, isi , Kwalitas, Ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi diietapkan 

oleh Bupati. 

BAB. x m 
C A R A P E N A G n i A N 

Pasal 26 

(1) Peiaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelali 7 (tujuh ) hari sejak jatuh 
leinpo,Pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar penyetoran atau surat iainnya 
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan. 
Dalam jangka waktu 7 (tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan surat lain 
\;ing sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. 

(3.) Sural leguran penyetoran atau surat lainnya sebagaimana diniaksud pada ayal (1) dan 
ayat (.2) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 27 

Bentuk -bentuk Formuiir yang dipergunakan unluk peiaksanaan penagihan Retribusi Daerah 
sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayal (1) Peraiuran Dacrah ini diteiapkan oleh Bupaii. 

BAB. X I V 
K K R I N G A N A N , P E N G U R A N G A N DAN P K M B E B A S A N 

Pasal 28 

'{I) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasati relnbusi 
(2) Taia cara pemberian kermganan, pengurangan dan pembebasan rciribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat { I ) pasal ini diteiapkan oleh Bupaii. 
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I BAB. X V 

P E M B E T U L A N , P E N G U R A N G A N K E T E T A P A N / PENGHAPUSAN A l A U 

P E N G U R A N G A N SANKSI DAN P E M B A T A E A N 

Pasal 29 

I ) Wiijib l^eirihtini dapnl incngajvikan permohonan pcmbetulan S K R I ) dan S T R D yany 

dnlam pencrbiiannya icrdupai kcsalahan tulis, kesalahan hitung dan aiau kekeltruan 

dalam pencrapan Pcraluran Perundang-- undangan rctribusi Daeralv 

|2,1 Wajib Retribusi dapat mengajukan pennohonan, pengurangan kclctapan. penghapusan 
i atau pengurangan Sanksi administratip berupa bunga dan kanaikan Retribusi yang 
I tcrutang dalam hal Sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib Retribusi atau 
i bukan karcna kcsalahannya. 
|(3,i Wajib Retribusi dapat mengajukan pemohonan pengurangan atau pembatalan keietapan 
I Retribusi yang tidak benar. 
|(4) Peimohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat ( I ) pasal ini pengurangan 
|. ketetapan.penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud 
I aval (2) pasalini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayal (3) pasai ini harus 
i JiN.impaikan secara tertulis oleh wajib Rennbusi kepada Bupaii atau pejaba" yang 
I ditunjuk paling lama 30 (Tiga Puiuh ) hari sejak tanggai diterima S K R D dan ST1U3 
\n merriberikan alasan yang jeias dan meyakinkan untuk mendukung 
t permohonannya. 
1(5) Keputusan alas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan 
I oleh Bupaii atau pejabai yang dilunjuk paling lama 3 (Tiga ) Bulan sejak sural 
i permohonan diterima. 
f(6) Apabila setelah lewat 3 (Tiga) Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini 
f Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan 
I pembelulan, pengurangan keletapan.penghapusan aiau pengurangan sanksi Administrasi 
['. dan pembatalan dianggap dikabulkan. 

B A B X V I 
K E B E R A T A N 

Pasal 30 

(1) Wajib Reiribusi dapat mengajukan permohonan keberatan S K R D dan S T R D . 
(2) i'^crmohonan keberaian sebagaimana dimaksud ayal (1) pasaln ini harus disampaikan 

secara tertulis kepada Bupati atau penjabat yang dilunjuk paling lama'3 (Tiga) Bulan 
sejak Tanggal S K R D dan S T R D . 

(3) Pengajuan keberaian tidak menunda pembayaran, 
(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat ( I ) dan ayat (2) pasal ini harus 

diputuskan oleh Bupaii aiau Pejabat yang ditunjuk dalam Jangka Waktu paling lama 12 
(Dua Beias ) Bulan sejak Tanggal permohonan keberatan diterima. 

BAB X V I I 
P E N G E M B A L I A N K E L E B I H A N P E M B A Y A R A N 

i Pasal 31 

( ! ) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupaii uiiluk 
perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Reiribusi. 

(2) Alas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat ( I ) pasal ini atas kelebihan 
pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan 
aiau Sanksi Administrasi berupa bunga oleh Bupati. 

(3) Alas permohonan sebagaimana dimaksud ayal (2) pasal iniyang berhak alas kelebihan 
pembayaran tersebut dapat diperhilungkan dengan pembayaran Retribusi scianjutnva. 
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Pasal 32 

1) Dalain hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan 
pcrhiiungan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 diterbitkan S K J I D L B paling lambat 1 
(Satu) Bulan scjak diterimanya pemiohonan pengembalian kclebihaii pembayaran rciribusi. 

(21 Kclebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) pasal ini 
(likumbalikan kepada wajib Rctribusi paling lambat 1 (Satu ) Bulan sejak diterbitkan 
S K R D L B 

Pasal 33 

( ! ) Pcngembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dilakukan dengan menertibkan. 
Surat Periniah membayar kelebihan retribusi. * 

( 2 ) Alas pcrhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 diterbitkan bukli 
pemindahbukuan yang beriaku juga sebagai bukti pembayaran 

BAB X V I I I 
> . K A O A L I I A R S A *: 

I Pasal 34 

( 1 ) riak untuk meiakukan penagihan Retribusi Kadaluarsa setelah melampaui jangka wakiu 3 
(liga) Tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, Kecuali apabila Wajib reiribusi 
inelakukan iindak Pidana dibidang retribusi. 

( 2 ) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayal ( I ) pasal ini teriangguh 
apabila : 

a Diierhitkan sural leguran dan atau ; 
h i'cngakuan hulang rctnbusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak 

langsung 

BAB X I X 
K E T E N T U A N PIDANA 

Pasal 35 

(1 ) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan 
Daerah dianeam Pidana Kurungan paling lama 6 (Bnam ) bulan atau dcnda paling banyak 
4 (Empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang. 

(2 ) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayal (1) pasai ini adalah pelanggaran. 

BAB X X 
I C E T E N T U A N P E N Y I D I K A N 

Pasal 36 

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil adaiah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 
diiingkungan pemcrintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik 
Pegawai Negeri Sipil untuk meiakukan penyidikan tindak pidan dibidang Retribusi 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 "fahun 1981 tcntang 
Mukum acara pidana, 

(2 ) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( i ) pasal ini adaiah : 
a. Iv1enerima,mencari,mengumpulkan dan menelili keterangan atau laporan berkenaan 

dengan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan tersebut terjadi 
lengkap dan jeias. 

b. IVtenelili,IVIencari dan mengumpulkan keierangan mengenai Orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana 
Retribusi Daerah. 

c. Meminta keterangan dan alat bukti dari Orang Pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak Pidana dibidang relribusi Daerah. 

d. Memeriksa buku-buku.Cataian-catatan dan Dokumcn - dokumen tain berkenaan 
dcngttn tindak pidana dibidang Rciribusi Dacrali. 
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c, Meiakukan pcnggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, Pcneatatan, dan 
Dokumen-dokumen lain scrta meiakukan penyilaan terhadap bahan bukti tersebut. 

f" Meminta Bantuan Tenaga Ahi i daiam rangka Pelaksanaan Tugas penyidikan lindak 
pidana dibidang Rctnbusi Daerah. 

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Idcntitas Orang dai\u 
dukungan yang dibawa sebagaimana dimaksud pada butir e ayat (2) pasal ini. 

h Memotrcl seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. 
1 Mcmanggil orang untuk didengar keierangannya dan memeriksa sebagai tersangka 

atau saksi. 
J. Menghentikan Penyidikan. 
k. Mclakukan tmdakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 

dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasai ini memberiiahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penunlut umum , sesuai 
dengan kelentuan yang diatur daiam undang - undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana. 

(1) Hal - hal lain yang belum dialur dalam Peraturan Daerah ini , akan ditetapkan lebih 
ianjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peiaksanaannya. 

*(2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala keteniuan yang mengalur leniang 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak beriaku lagi. 

Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang 
'dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan 
•penempatannya dalam Lembaran Daerah KabuPaten Rote Ndao. 

B A B x x r 
K J E T E N T I J A N P E N U T U P 

Pasal 37 

Pasal 38 

Ditetapkan di Ba'a 
6 Juni 2004 

iundangkan di Ba 'a 
ada tanggal 1 8 Juni 2004 

fJ^yf^^Tt^TARlS D A E R A H K A B U P A T E N R O T E N D A O , 

M B A R A N D A E R A I I K A B U P A T E N R O T E NDAO T A I l U N 2004 
MOR 027. S E R I C .NOMOR 010 
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^ \ E N J if. L A S A N 
ATAS 

P E R A T U R A N D A E R A K K A B U P A T E N R O T E NDAO 
NOMOR 27 T A H U N 2004 

nCNTANG • • - -. 

R E T R I B U S I P E N G U J I A N K E N D A R A A N B E R M O T O R 

I . UMUM, 

Dengan ditetaplcannya Undang ~ undang Nomor i 8 Taliun i 997 tentang Pajatc Daeraii 
dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 
2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan Undang 
- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraiuran Pemerintah 
Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Oionom , maka 
ketentuan yang mengatur Retribusi Daerah periu ditata dan disesuaikan agar perrbiayaan 
Pernerintahan dan pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asl i Daerah 
( PAD ) khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah dapat dipungul dan dikelola secaia 
lebih Inlensif dalam rangka iebih memaniapkan Olonomi Daerah yang nyala, Dinamis, serasi 
dan bertanggung jawab. 

Sejaian dengan kemajuan Perundang - undangan tersebut diaias maka perkcmbangan 
Usaha Jasa dibidang Transportasai baik dengan munculnya Perusahaan baru maupun 
Perusahaan iama yang telah mengembangkan jenis Usahanya, telah meiidorong puia 
pcrmintaan Jasa Iransporiasi bukan saja dalam jumiah teiapi juga dalam mulu pelayanannya . 

Kesemuanya im merupakan taniangan yang harus kita Aniisipasi secara E lek i i f 
icrlebih dalam menghadapi Proyeksi Transportasi pada Pembangunan yang secara Nasiona! 
terjadi Krisis yang berkepanjangan sehingga perlu diantisipasi dengan Perencanaan Peyediaan 
Armada Angkutan Jalan antar Kola dalam Propinsi , Pedesaan dan kola yang menuntut 
Persyaratan tcrciplanya kescimbangan Penawaran dan Permintaan jasa dan terus diciptakan 
Kuaiitas peiayanan yang semakin linggi dan lermasukjuga peningkatan Kcselamatan melalui 
Pengujian bcrkaia Kendaraan Bermotor, 

Oich karenanya perlu menata kcmbaii Peraturan Perundang undangan yang menjadi 
Landasan Hukum Kegiatan Dinas Lalu lintas dan Angkulan Jalan dalam mendukung 
Perkembangan Otonomi daerah dengan menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan 
Sirukiur Retribusi Daerah memperbaiki sistimAdministrasi Relribusi Daerah dan meningkat 
Pendapatan Asl i Daerah -vlisamping iiu unluk mempermudah Masyarakat memahami dan 
mematuhi Peraturan Perundang - undangan sehingga pada gilirannya lumbuh kesadaran 
untuk memenuhi Kewajiban Retribusi Daerah. 

Dengan dcmikian maka pcrlu menetapkan kelentuan mengenai Pengujian berkaia 
Kendaraan Bcrmolor dalani sualu Peraiuran t^aerah. 

11. P A S A L D E M I P A S A L 

'asai I Cukup Jelas 
' ; isa i 2 aval (V) - Persyaratan teknis adalah persyaratan lentang susunan, 

Ukuran bentuk,- karoseri emisi , gas buang, penggunaan 
Penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor 

- Layak jalan adalah .persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan 
yang harus dipenuh agar terjaminnya keselamatan serta mencegah 
terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu 
dioperasikan dijalan. 

Ayal (2) Cukup Jelas 
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Ayat (3) Peraiatan Pengujian yang terscdia benipa pentfiahll ; J 4-' 
pengujian dasar,peralatan pengujian kelilingdanpcnilaum'pO^^ 
Manual, •. -.'-i • •• ''-ii 

Ayat (4) Cukup Jelas ^ , .4^ ' 
Pasal 3 aya t ( l ) Berdasarkan ketentuan pasal 38 Keputusan peraiatan pcngyujiim'':̂ "K6mor.|.|;:̂ . 

K M . 71 Tahun 1993 tentang pengujian Berkala Dinas/ Pcm'crinlih'̂ ^J > 
Ayat (2) Kendaraan yang dalam keadaan rusak adalah Kendaraan \wjib uj{-yang 

tidak dioperasikan diusahakan berturut-turut selama 6 (Enam) biiUri-dan ' 
dilaporkan oleh pemiiik pemegang kendaraan terscbut kepada'instansi 
yang berwenang, 

Pasal 4 s/d 6 Cukup jelas 

Pasal 7 Ayat (3) Kepolisian Republik Indonesia serendah - rendahnya sctingkat scktor. 
Pasal 8 s/d 28 Cukup jelas 
Pasal 29 Keringanan pengurangan dan pembebasan retribusi dilakukan apabiia 

terjadi hal-haki yang luar biasa seperti : bcncana alam, pepcrangan dan 
Iain-lain. 

Pasal 30 Cukup jelas 
Pasal 31 a y a t ( i ) Cukup Jelas 

Ayat (2) Keadaan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang 
terjadi diluar kehendak kekuasaan Wajib Retribusi, karena Wajib. 

Pasal 32 s / d 38 Cukup jelas, 

T A M B A H A N L E M B A R A N D A E R A H K A B U P A T E N R O T E NDAO 
NOMOR 031 

fZ/i' (Bagum -Jfulium 
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